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Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh/Aru Malika 

BANTU PETANI GAGAL PANEN DI BIREUEN AKIBAT BANJIR, 
PEMERINTAH ACEH SALURKAN BERAS CPPD 32 TON 

 

 
https://aceh.tribunnews.com/2023/11/02/bantu-petani-gagal-panen-di-bireuen-akibat-banjir-pemerintah-

aceh-salurkan-beras-cppd-32-ton/ 

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas 

Pangan Aceh, menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 

sebanyak 32.142 Kilogram (32,141 ton) ke Kabupaten Bireuen, Kamis (2/11/2023). 

Beras tersebut diperuntukan bagi para petani di dua kecamatan di Kabupaten Bireuen 

yang gagal panen akibat banjir beberapa waktu lalu. Beras bantuan itu diserahkan 

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kadis Pangan Aceh, 

Drs Surya Rayendra, yang diterima Pj Bupati Bireuen yang diwakili Kadis Pangan, 

Kelautan, dan Perikanan setempat, Muhammad Jafar. 

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Makmur, Bireuen, itu turut 

dihadiri Camat setempat, anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta para keuchik. 

Beras CPPD sebanyak 32.148 Kg itu masing-masing diberikan kepada petani di 

Kecamatan Makmur 30.195 Kg untuk 3.355 jiwa yang ada di 17 gampong dan untuk 

Kecamatan Gandapura 1.953 Kg bagi 220 jiwa di dua gampong. Plt Kadis Pangan Aceh, 

Drs Surya Rayendra, dalam sambutannya menyampaikan, bantuan ini adalah bentuk 

perhatian Pemerintah Aceh kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di 

Kecamatan Makmur dan Gandapura, beberapa waktu lalu, sehingga gagal panen. "Beras 

yang kita salurkan ini adalah beras Bulog dengan kualitas medium," ujar Surya Rayendra. 

Oleh karena itu, Plt Kadis Pangan Aceh meminta masyarakat yang menerima beras 

bantuan itu agar tidak terpengaruh dengan informasi yang beredar mengenai beras plastik. 

Sebab, tambah Surya, beras yang disalurkan itu sudah diperiksa kualitasnya. 

Sementara itu, Kadis Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bireuen, Muhammad 

Jafar, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh 

yang sudah memperhatikan masyarakat terdampak bencana banjir di Bireuen. "Beras 

bantuan ini sangat membantu dan bermanfaat bagi penerima, apalagi saat ini harga beras 

di pasaran sedang mahal," ungkap Muhammad Jafar 
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Sumber Berita : 

1. https://aceh.tribunnews.com/2023/11/02/bantu-petani-gagal-panen-di-bireuen-

akibat-banjir-pemerintah-aceh-salurkan-beras-cppd-32-ton tanggal 2 November 

2023 

 

Catatan : 

 Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan 

Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.1 

 Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam 

mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis 

Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan 

dan gizi, dan kerja sama internasional2 

 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyluran Cadangan 

Pangan Pemerintah untuk tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 

Untuk Pemberian Bantuan Pangan  menyebutkan bahwa Penyaluran CPP untuk 

pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:  

a. kekurangan Pangan; 

b. gejolak harga Pangan; 

c. bencana alam; 

d. bencana sosial; dan/atau 

e. Keadaan Darurat.3 

 Penerima Bantuan Pangan terdiri dari 

a. Masyarakat miskin; dan/atau 

b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.4 

 Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi: 

a. Beras; 

b. Bawang; 

c. Cabai; 

d. Daging unggas; 

e. Telur unggas; 

f. Daging ruminansia;  

g. Gula konsumsi; 

 
1 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyluran Cadangan Pangan 
Pemerintah untuk tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan 
Pangan Pasal 1 Angka 3 
2 Ibid, Pasal 1 Angka 7 
3 Ibid, Pasal 2 Ayat (1) 
4 Ibid, Pasal 3 ayat (1) 
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h. Minyak goring; dan/atau 

i. Ikan kembung.5 

 Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Cadangan Pemerintah Aceh, penetapan besarnya kebutuhan cadangan pemerintah 

aceh dilakukan dengan mempertimbangkan; 

a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan, pasca bencana, 

dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Aceh; 

b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan 

kerentanan pangan atua laporan dari instansi yang mengurus ketahanan pangan; 

dan/atau; 

c. Kemampuan keuangan  daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan 

pangan Pemerintah Aceh.6 

 

 

Catatan Akhir 

1. Gampong adalah Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh 

keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga 

sendiri.7 

 

Disclaimer :  

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun 

pendapat suatu instansi 

 
5 Ibid, Pasal  
6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah 
Aceh, Pasal 5 
7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Gampong Aceh, Pasal 1 Angka 16 


